
PERATURAT{ DAERAH
KABUPATEIT TEMAI{GGU NG

NOMOR : 9 TAHUI{Z0O2

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHITIATTUHAil YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

3.

bahwa dalam rangka pelestarian sumkr daya

alam serta upaya pengendalian dan penertiban

terhadap penebangan dan pengangkutan kayu di
luar kawasan hutan di kabupaten Temanggung
rnaka perlu diatur perijinannYa;

bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Tentang

Pencatatan Sipil Golongan EroPah;

Staatsblad Tahun t9t7 Nomor 130 Tentang

Pencatatan Sipil @longan Tionghoa yang telah

diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;

Staatsblad Tahun L920 Nomor 75L Tentang

Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah
diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;

Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Tentang

Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen

Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah

dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 t
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten
Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
Urdang-updang Nomor 1 Tahun 1974
Perlowinan (Lembaran Negara Tahun Lg74ll
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30198

7. Undang-undang Nomor B Tahun 1981
Hukum Acara pidana (Lembaran Negara
1981 Nomor 76 Tambahan Lembalan
Nomor 3209);

Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun

I9Ig, 33, Tambahan Lembaran Negara
3437);

B. Undang-undang Nomor 9 Tahun Lggz

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

Negara Tahun 1997 Nomor 41, ianf
lel$ran Negara Nomor 3685) sebagaimana
liu-Uan dengan Undang-undang Norior 34
2001 tentang perubahan atas Undano-
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Oa-erat
Retribusi Daerah (Lembaran flegjra Tahun !
!_om9r 245, Tambahan Lembara-n Negara
4Oa$;

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Nomor 3839);

Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan I

Tentang Penataan dan peningkatan
Penyelenggara Catatan Sipil;
Instruksi Presidium Kabinet Ampera
3LlUfiNlL2l1966 tanggal 27 Desember 1966;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 541999 tentang pedoman
Pendaftaran penduduk;

Negara Nomor a139);

13.

14.

12. Keputusan Presiden Nomor LZ Tahun
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun .1989 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II
Temanggung (lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tinglct II Temanggung Tahun 1989 Seri D
Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000
Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
3 tahun 2002 tentang Perubahan Pedama
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lernbaga

Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Ternanggung Tahun 2002
Nomor B);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kelurahan
Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25).

Dengan Persetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

n: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL.

15.

16.

L7.

18.
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4. Kantor catatan sipir dan (ependuouron adarah Kantor
_ Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung;

:. Kantor Imigrasi.adalah Kantorlmigrasi Repir-btiklnuonesia;6. Camat adalah Camat di tGbupateiTemanggung;7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan aOaUfr--feiata Desa/
Kelurahan di Kabupaten Temanggung;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnakud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;2. Pemerintah Daerah adalah pemerintan fabupaten T3. Bupati adalah Bupati Temanggung;

seluruh bangunan yang tinggat Oersaira dan makan
dapur yang tidak terbatas pida orang-orang yang
hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiani
atau seluruh bangunan yang menguius keperluan
sendiri;

L4. Kepala Keluarga adalah:

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu I
Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Oaeritr yang sesuai

- ferundang-undangan yang berlaku;9. Pendaftaran penduduk SOaUfr Kegiatan pencabtan
Kelahiran, Kematian, perpindahan, K.edatangan, perubahan I
[ew?rqafgaraan, Status Kependudukan dan Nutasi Bioda10. Penduduk adarah setiap orang baik warga Negara tndonei
selanjutnya disebut WNI maupun Warga N"garu AsiU
selanjutnya disebut WNA ying berjomisili di
Temanggung dan telah memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;11. penduduk Sementara adaiah setiap orang baik WNI mar4
yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Temanggurg
maksud untuk bekerja atau menempuh pendidilian
bersangkutan bertempat tinggal di Wilayah
Temanggung tetapi tidak bermaGud men;aOi pendudukL2. Nomor Induk Kependudukan yang seianjutnya dirarC
adalah Nomor yang dikeruarkan'oreh pemeirntah oaser
pencatatan kependudukan;
Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

13.
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a. Orang yang h*ernpat tinggal dengan orang lain baik

mempunyai hubungan darah ataupun tidah yang

ber€rggurg,ilsab dalam keluarga itu;
b. Orang yarg bertenrpat tinggal seorang diri;
c. Kepala l(asatrian / Rumah Piatr: dimana beberapa orang

berternpat tinggal bersama-sama;
Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu

XeGrga yang secara kemasyarakatan menjadi hnggung jawab

Kepala Keluarga;
Kartu Keluarya yang selaniutnya disingkat KK adalah kartu yang

memuat data keluarga;
Kartu Tanda Penduduk yang selaniutnp disingkat KPT adalah

Kartu sebagai bukti diri bagi seUap penduduk

Kartu ldentitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah

kartu bukti diri yang dlberikan kepada penduduk yang baru berusia

dibawah 17 Tahun (tujuh belas) tahun untuk keperluan khusus;

Kartu ldentitas Kerja selanjutnya disingkat IGRIK adalah kartu

bukti diri yang diberikan kepada penglajo yang datang dari luar

Kabupaten Temanggung secara rutin dengan tujuan bekerja;

Kartu Ijin Masuk yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu ijfn
rang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan

deh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;
grmt Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya

dsingkat SKPPT adalah surat Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh

penAuaut lang bermukim di Kabupaten Temanggung dan telah

nremiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap yang selanjuBrya disingkat KITAP

dari Kantor Imigrasi;
grrat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang

danjutnya disingkat SKPPS adalah Surat bukti diri yang wajib

fniliki oieh penduduk yang memiliki Kartu Ijin Tnggal Terbatas

prg selanjutnya disingkat KITAS dari Kantor Imigrasi;

*ta otatan sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan penting

sorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kernatian,

prgakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak sefta

reruuarran nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah

herah sebagai Dokumen Negara:
ttutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari AKa Pencatat

Fenduduk dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang

Ersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran,

ffiawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan

arak, pengangkatan anak serta perubahan nama;
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ffIl?,yfl"_o:pfl.:n^-[.u.rydrgqhn dan cahtan qil
fg:::n.S:p, n"uiuusi uJ"uil o#;rf#:U,
I:!"y3o*g dan caatan sipir;

Lllr,llh:^ _Ig:,! 
pidr;; -'ii' nrduns Rebibusi Daerdr

ffi?Tg3".y:plf ry.a1.r,r",,i'irui,-oiilllr;ffi
fl *.,r,:1?,,,:j"p*:* oi*ort p"rvaal 

-ffffi: "ffi,
I[is,:To:,,P_ b1$. 

.yans densJ'b;k il;#;,;
P1*::,f:1T--lpaoune-'"t'ffii iJJir' vun,menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

pasal 2

(1) Dengan nama Rekibusi pelayanan Kependudukan dan C&l
,.r, 3,fr,H1 ". I1,:_9.: " 

g 1 1".r.vJ.i.' reffno ud u ka n da n carah(2) obyeri netriuusi 
-lja,ii.'"r9ilrH,l'Ti-T*1i,

Kependuduka n dan pencat t",i iil'il v* g metiputi :a). KK;
b). rrP
c). KTps;
d). IGRrP;
e). IGRIK;
O. SKPPS;

s). SKppT;
h). Kutipan Akta Kelahiran;
jl Kutipan Akra Ijin Kawin;
]1. Kutipan Akta perkawinan;
k). Kutipan Akta perceraian;
l).. Kutipan Akta Kematian;
m). Kutipan Akta pengakuan dan pengesahan Anak;n). Kutipan Akta penganglohn nnakl---'o). Ku.tipan Akta pencatatan peruUaf,an Nama;p). salinan Akta / nlih sahisiiffiffiki:,
q). Kutipan Ke dua;
r). Surat Keteranqan.
s). pencatatun p"-nJ,iort.

(3) Subyek Retribusi adatah. orang pribadi yangpelayanan kependuduka, aun .uiu#'ripir.
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

hi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
HAK DAN KBA/AJIBAN

Pasal 4

krduduk dan Penduduk Sernentara berhak mendapat pelayanan
pryelenggaraan Adm iniskasi Kependudukan da n Catatan Sipil.

Pasal 5

Penduduk / Penduduk Sementara WNI wajib mendaftarkan
hpada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

penduduk / Penduduk sementara WNA wajib mendaftarkan
Iepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan serta melaporkan diri

lGntor Catatan Sipil dan Kependudukan.
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini juga

untuk setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB V
NOMOR. rNDUK KEPENDUDUKAN (r{rK)

Pasal 6

penduduk wajib memiliki NIK.
&erikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar

penduduk di Wilayah Kabupaten Temanggung.
seomng penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat

oleh penduduk lain.
diberikan kepada penduduk sementara.

BAB VI
PENDAFTAMN PENDUDUK

Pasal 7

Penduduk meliputl:
dan lahir mati;
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b). Kematian;
c). Perpindahan;
d). Kedatangan;
e). Status Kewarganegaman;
r). Status Kependudukan:
g). Mutasi Bio Data.

Bagian Pertama
Kelahiran dan Lahir MaU

Pasal B

(1)

(2)

#:?l"lllr.:: y:ji? ditaporkan kepada Kepta Desa / Kepata

[:ly,r:'1t1: f,j:Tnat.d.atam iangtc wakru #;tt_ilb.'t il"i
ltgunl hari kerja sejak tanggaif,"funirin.
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

9:f ff:g lyy.l 
pemuluk r",tu oiluruitru;il;if"t}an;;

f!l:* y:ls dirandaransanioteh K"nai; b*" / Kepata
dan Kartu Keluarga.

f rt ):}tj:j:.L,f n,wa;iu aiaartarkan ke Kantor eraran sipit danKependudukan dalam jangka waktu setimUat_tamUatnyl OO

L:1,l*pylyl) hari kerji uasiwr,lr d;;10 d;purunl hirireOa
WNA sejak kelahiran.

(4) Pendaftaran kerahiran sebagaimana dimakud ayat (3) pasar iriditerbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 9

(1) Kelahiran mati diatas. 7_ (tujuh) bulan usia kandungan

,,, SlPilu: I-"ry9: Kepa! oeiaT repata Keturahan sedp;;(2, Hetaporan ketahiran sebagaimana dimakud ayat (1i pa
diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Kematlan
pasal t0

(1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala
Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lamUatnya
kerja sejak tanggal kematian.

Desa /

-2t4 - --
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Pelaporan kematian sebagaimana dimaksd ayat (1) Fasal ini ficabt
dalam Bulq, Irduk dan Buku Mutasi Pendtduk serta diterbitlon Sumt
Keterangnn Kematian dan Perubafnn KK.
Setiap kematian wajib didafurt<an ke lGntor Catatan SiSl dan
(ependudukan dalam jangka waKu selambat-lambahya 60
(enampuluh) hari kerja sejak kernatian bagi WNI, dan 10 (sepuluh)
hari kerja sejak kematian bagi WNA.
Sethp pendaftaran kematian sebagaimana dimaksud dalam afat (3)

Fsal ini diterbitkan Akta Kematian.

Bagian Ketiga
Perpindahan

Pasal 11

Seti,ap perpindahan penduduk / penduduk sementara WNI wajib
rcndaftar kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.

perpindahan pnduduk / penduduk sementara WNA wajib
nndafur kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dan
rdapor ke lGntor Catatan Sipildan Kependudukan.
e"tiap perpindahan penduduk / penduduk sementara dicatat dalam
i*u Induk dan Buku Mutasi penduduk sefta diterbitkan Surat
kmngan Pindah.

Pasal 12

Penduduk dan Penduduk Sementara dalam Lingkungan satu

J Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal
diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat
Kedahngan

Pasal 13

penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, waiib
rkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat

jangka waktu selambat{ambatnya 14 (empatbelas) hari kerja
bnggal kedatangan.

penduduk WNA atau penduduk sementara yang
perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara

Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Catatan
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;tltl-dll {eryldudukan datam jangka wakh,r

(3) ffif#* ^ ry1rqgrk. 
-r"n*nLl"'"jlri 

nesara tain
Ign_fp) rrari g_6,;l"i iiili,t i,
Xf*.[*' . 

glT-kqo, xantor Gta#' ho,i'?T,i
f,:frj:::y Xp ;3:- b,ti;; b;;;i_iffi;,r#ffi

(4)
sejak tanggal kedatangan.

lffi:Fr* ygng meteUili jangtG waktu sebagaimana

31.,^11]:.11),^11o {3) pasat ini aipat airuLn.r,un setelah
[::T:i1:1.Pgl *n' Pendudui wNi d*"c.t;ff ;i;bagi penduduk WNA.

pasal 14

(1) Pendaftaran kedatangan penduduk wNI diterbitkandan dicatat dalam Auf<u fnOut penJuOut.

(2) Pendaftaran penduduk Sementara
yNA Sementara serta dicatat
Sementara;

Perubahan status Kewarganegaraan yang telahsebagaimana dimaksud ayat"(it;;liy easur ini dapat

Bagian Kelima
Perubahan Status Kewarganegaraan

pasal 15

( 

" ff f I* : it::::.r"i1,.sa lpria n va ns ter a h me nda patg::l3'91*I:n.ln,i,.;iuoi[p"ir."..ir.Lr] j j';:;H
{z) j;natiT*:.p,:fj,Gt'i,'*ulg5ffi ;:,:ffit,"J??lirrl

9::,_-^::t!itkan surat "K;t"*;;"'Tlu?i'#
Kewarganegaraan.

(3)

Bagian Keenam
Stafus Kependudukan

pasal 16

(1) Perubahan status keRel{udukan dari penduduk sementarapendudu( diberikan setelah yurg U"r.urgkutan ,;;p#;KITAS dariKantorlmigrasi, ' '.r -vrY!
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P) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksrd afdt (1)' Pasal ini wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperde*r sKppr.p) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (Z)
Pasal ini diterbitkan KIP WNA dan KK.

Bagian Ketujuh
MutasiBiodata

Pasal 17

iffi.) Setiap mutasi biodah yang terjadi di wilayah tGbupaten
Temanggung wajib didaftarkan kepada Kepala Dsa / Kelurahan;

i@) Setiap mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan
kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jargka waktu
selambat-fambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan, ahli
warisnya atau kuasanya kembali ke Indonesia.

Pasal 18

Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan
Buku Mutasiini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan

untuk diterbitkan KK dan atau KTP.

BAB VII
IGRTU KELUARGA (KK)

Pasal 19

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota
Huarga.

Pasal 20

[( ditandatangani oleh Carnat atas nama Bupati rangkap 4 (empat)
&n diberikan masing-masing untuk:
a). Kepala Keluarga (lembar asli);
b). Ketua RT/RW (lembar kedua);
cI Kepala Desa / Kepala Kelurahan (lembar Ketiga);
d), Camat (lembar keempat);

lE( berlaku selamanya, kecuali terjadi mutasi biodata atau perubahan
dalam susunan keluarga.
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(3) Bentuk, warna, isi dan keterangan lain dari KK ditetaphBupati.

KARru r* Sf?.XHTDUK (Krp)
pasal 21

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh betas) tahun
,^. !.ln.h kawin, wajib memiliki Kfp.(2, seuap penduduk hanya memiliki 1 (satu) l<Tp.(l) lfrP wNA diberi keteiangan "WNA;--_
(1) t(rP WNI &mentara dib6ri keierangan ..WNI 

Sernentara,,(5) ltrP WNA Sementara diberi kele;ffi;.wNA Sementara,,

(,) 
[I",Tf.Y-t _(l*u)...ohun disesuaikan dengan tangsat tdibersa n gkura n dan 

.wii 
i b o i perpa n:d d";#tilru,:iE." l# u(') 

li^ni.,r::*l yl:'\un; il;;;il'a (enampuruh) tahun h
3P::31-*. yans beitaku rurrri rffi.(" 
f::*3i.:."^o:i:- ii;il! "*l"ia pasar ini hanvabasi wNI yans berremput tingsii ,;Gp.a;ffii ffi;:?
P,?YX,,$lTgllng:ng?n.b'ganisasirertarans.

t:l g: y.TL.slu,6,a oE,rar<tii i*.i,i'iirm(u) 
5ll,,,y)1 *:::l- b*&i*;,u, oungun ijin tinssrddikeluarkan Kontor rmisrasi, prrirg hrl rirli,ilLtll'r.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Setiap penduduk berusia dibawah 17 (tujuh beras) tahun danwajib KTp untuk keperluan khusus Aipat AterUitkan MRIp.e) f::T rjl,:r1y k, 

^9,?ll 

r r.. wi r"vui k urputun rema nss urssecara rutin di witayah Kabupiten i;#;dr;i"lli=6:
11"?S, .tidak menginap atau datang Oin putang setiap haimemiliki KARIK.

pasal 24

(1) fnrup berlaku 1 (satu) tahun.(2) fnnrX bertaku t (satuituf,rn.
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Pasal 25

ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;
WNA ditandatangani oleh Kepala Kantor Catabn Sipil dan

@udukan atas nama Bupati;
wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan

rnah atau tempat tinggal.

Pasal 26

ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

warna, isi dan

Pasal2T

ketemngan lain dari KTP, K?RIP dan KARIK
oleh Bupati.

BAB IX
SUMT KETERANGAN PENDAFTAMN PENDUDUK

SEMENTAM (SKPPS)

Pasal 28

Sementara WNA yang telah memiliki KIIAS dari Kantor
@msi wajib merniliki SKPPS.

penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya
nsniliki 1 (satu) SKPPS.

SPPS ditandatangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil dan
ffiependudukan atas nama Bupati.
9(PPS berlaku sesuai dengan KIM dari Kantor Imigrasi

dari diterbitkannya SKPPS sebagaimana ayat (1) di atas,
&rbitkan KTP WNA Sementara;

penduduk WNA sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib
mrernperpanjang SKPPS apabila habis masa berlakunya.
SPPS yang hilang wajib diganti yang baru setelah yang
bsangkuta n menyerah kan Surat kehila ngan da ri Kepolisian.

yang rusak wajib diganti yang baru setelah yang
Utersangkutan menyerahkan SKPPS yang rusak.
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,ENGEL'T-AAN TH^ i^- pErApoRAN
Fasal 29

(1) Data kependudukan nerupakan dokumen pemerintah Daerdr
,^. lulrr.dipelihara dan ditindrirt
(2) Data kependudukan seoagaietemen data terstruktur diperokthasil data penduduk.

Pasal 30

Pengelolaan Data Kependudukan untukpendaftaran penduduk dilakanalan- ;";
Kependudukan.

kegiatan
Kantor Catatan ry

Pasal 31

(1) Kepala Desa / fepala Kelurahan wajib melaporkan hasf
f:ili1-.:- 31grgrk . 

di wr;t;hnyu-'[ng disampaikan
,^. Fru! setiap bulan dan kiwulan.
1z; uamat wajib melaporkan dat:melaporlon data hasil pendaftaran

Wilayahnya pada Bupati setiap Orfanlln iri*rtun.

PRoSEDUR DA*,o,o'H# PENYELENGGAMAN
PENDAFTAMN PENDUDUK

pasal 32

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran pendudrtlebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PRINSIP DAN SASAMN DAI.AM PENETAPAN TARIP

pasal 33

::,ff:?^31- sasaran datam penetapan tarip retribusikebijaksanaan denoan ;;;Jil;5::1. 'LqrrP Ie'

natar,.^o^,-^__--.--o[ mempeftimbangkan biayapetayanan, kemamplan masyarakat oun Jrp'ul #;Jilr]
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BAB )(tII
STRUKruR DAN BESART{YA TARTP

Pasal 34

[) Struktur tarip digolongkan berdasadon ]enis peiayanan yang
diberlkan;

p) Struktur dan besarnya tarip ditehpkan rebagai berikut:

D ]ENIS RETRIBUSI TARIP
I 2 3

!-

!,

l

i

Grtu Keluarga (KK)

Gftu Tanda Penduduk(KTP)
. WNI
. WNA
' WNI Sernentara
. WNA Sementara

6rtu ldentitas Kerja (KARIK)

hrtu Identitas Penduduk (KARIP)

irrat Ketera nga n Pendaftaran Penduduk Sementara

S(PPS)

lurat keterangan Kelahiran:
. WNI
. WNA

irat Keterangan Kematian:
' WNI
, WNA

lrat Keterangan Lahir Mati:
, WNI
. WNA

h Keterangan Pindah dan Pengantar Pindah alamat:
. WNI
. WNA

lf Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap
I

Rp. 1.000,-t

Rp. 2.500,-
Rp. 10.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

Rp. 3.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 10.000,-

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.000,-
10.000,-

1.000,-
10.000,-

1.000,-
10.000,-

1.000,-
10.000,-

15.000,-
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c. Akta Pereraian:
- WNI
- WNA

d. Akta Kematian:
- WNI. WNA

e. Akta Pengakuan dan pengesahan Anak:. WNI
- WNA

f. Alft Pengangkatan Anak:
- WNI
- WNA

Surat Keterangan Gtatan Sipil:
WNI
WNA

Pencatatan Penduduk:
. PgfgOoran dan penerbitan Tanda bukti pelaporan

akibat mutasi biodata yang terjadi di Luar ttegeri.b. Pg.l.aporan dan penerbitan fanCa buKi pelaporan
akibat mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri dan
melebihijangka waKu satu (1) tahun sejak yang
bersangkutan, ahli warisnya atau kuasanya kembali ke
Indonesia-

BAB XIV
WII.AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di tempat perayanan diberikar

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

(^1) Pembayaran Retribusiyang terutang dilakukan secara h.rd.
(Z) Ilta cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembaya

diatur oleh Bupati,
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BA8 )ffI
TATA CARA PENGI'RAilGAN DAN KERTNGANAN

RETRIBUSI
Fasal 37

&.rpati dapat menrbedkan pengurangan dan keringanan retribusi;

Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi

ditehpkan oleh Bupati

BAB )ffII
PEI.AKSANMN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil

Kependudukan

Pasal 39

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Fungsional, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor

Polisi Pamong Praia Kabupaten Temanggung

BAB }f,/III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Wajib retribusi yang $dak melakanakan kewajibannya sehingga

nreiugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

tiga (El bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

reffibusi yang terutang.
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 41

Ejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

herah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
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penyidikan tindak nidana dibidang Retribusi Daerah sebar

,1',::911 -' :tlp;:'4' g H' *,* i",." H;;; ;;iltf; ffi( 2 ) wewe n a ns een yrdik seoalaiman; ; *;f,,il;"fi Ii ffJi?;a). Menerima, mencari, *"ngr;ilil;;;il }iJ,|;fHatau laporan berkenaan- tindak paana'AiUiOang Rg
:::l* 1-T .keteransan atau tapoian tersebur menpdlengkap dan jelas;

D). Meneliti, rnencari dan.mengumpulkan keterangan
orang pribadi atau badan tenarig kebenaian perbuafr
fl,:ll$ sehubunsan oengai tinaa[ pidana ]€ttersebut;

c). [T:l$::!!oan dan bahan bukri dariorans pribad
badan sehubunqan dengan tindak pidana dibidang
daerah;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan eh
1*:f:" lain yang berkenaan O""g.r-R"iribusi Daeratr

d).

e).

0.

s).

h).

i).
i).

pJa.t<utan penyitaan terhadap barJr g Ul-fti terseUuq
Mela.kukan penggeledahan untuk *"l,rOip.*"n bahanpembukuan, pencatatan dan Aof.umeniokumen lain

il*[TIritTI]1."1 terhadap.ba*ns bukii tersebuuMeminta bantuan tenaga airti oatain ,.ngiu*fr;g
IH::,t"lrrlgl -tindak,ridana 

aioHang ieiriousi daeralsMenyuruh berhenti dan / -#; 
;ILruns

I:1,l9g,ulk?n ruangan atau tempat padi saat

*,:rg^,T.1rysuns 091 *u*",.ir"u'ro!ittas oransacru-dot(umen yang dibawa sebagaimana dimakrfohuruf e;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya
diperika;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
p_enyid,ikan tindak pidana retr,b-usi'daerah menurutyang dapat diperta ngg ungjawabkan.

(3) 
fenyidik-s-ebagaimana dimakud ayat (1) pasar ini meraruiPejabat POLRI sesuai dengan teteniuin yang diatur dalam
:y:lg Hukum...Acara pidana vi"I ';;;;;
3g:3',:y:,tenyidika n oa n penyamdJai nasir penyidikannya
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BAB X(
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Disahkan di
Pada tanggal

ini sepanjang

: Temanggung
: 12 September 2002

BUPATI TEMANGGUNG

Cap ttd

SARDJONO

lfr.rndangkan di Temanggung
kda tanggal 13 SePtember 2002

SEKRETARIS DAEMH
ttd

SOERADI

-EMBARAN DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG
.AHUN 

2OO2 NOMOR 44
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I.

PEnl.'EITSAN

ATAS

PERATURAN DAERAH IGBUPATEN TEMANGGUNG

]TOMOR 9 TAHUIT 2OOZ

TENTANG

RETRIBUSI PEI{YANAN KEPEN DUDUKAN
DAT{ CATATATY SIPIL

PENJEI.ASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang_undang Nomor 22

litij:ll"y"f,"T:'_,:Fhunoue.ani";;;.;;"j;1";1l,Il9 1ee7. tentans pajak oaerah ;aT'fi;fit#
i:::,r^"T::a_tetah^diuFh a*gi, u;";;:il;;
I?:*:111 ff g Rendapatan r;li GiJt' ffiffi H"
:il1?:: pembiayaan untuk melaks.;;d otonomi

R?Ibllgunul r"F meninsleflia;- r"*j"ni"*l,
3j:1j::"t tu dipertukan l"Gntrun;I,ns dapat
fffl"1::_911 Srarr- 

uagi p"rliiri.r,' ftffip;#;';
dalam pemungutan Retribusi Oaeratr.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 66
3?o-.]^ - t91tano. Retribusi o."i"r,, 

''-retribusi 
HKependudukan dan $tatan Sipif AiGtpkan menjadgolongan Retribusi Jasa Umum.-'Untlf' n maka

?:f,,*, I:"0 iry::l _ 
oaera r, iingllt fi'iu*u nss uneTahun 1994 tentans Karru reruirga, iH;;;:r.iEPerubahan Dalam "nangto pelakanaan pendaftarrr

sudah tidak sesuai tagi, iehing!, p"ri, Aig.rti.

PEN]ELASAN PADAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan pasal 44

II.
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